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Perihal : Hasil Pemeriksaan atas |aporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Sragen TA 2016
Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Sragen
di
Sragen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengclolaan
dan Tanggung Jawab Kcuangan Ncgara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnva, Badan Pemeriksa Keuangan
telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun
Anggaran 2016. yang terdini dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lcbih, [aporan Operasional. Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Fkuitas
dan Catatan atas {aporan K oan .

Pemeriksaan ditujukan untuk  memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen dengan memperhatikan kesesuaian laporan
keuangan dengan Standar Akuntansi P i kecukupan pengungkapan, kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan dan efcktivitas sistem pengendalian intem.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen
Tahun Anggaran 2016 yang perly mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

I.  Opini atas Laporan Keuangan
Berdasarkan Pemeriksaan vang telah dilakukan. BPK memberikan pendapat
“Wajar Tanpa Peagecualian™ atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Sragen Tahun Anggaran 2016.
2. Sistem Pengendalian Inter

Kepala SKPD dalam melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penatausahaan
barang milik daerah yang berada di wilayah penguasaannya.

Berdasarkan kelemahan tersebut. BPK merekomendasikan kepada Bupati Sragen
agar memerintahkan KepahBa(thmdqnlumgcbhm Keuangan dan Aset Daerah
(BPPKAD) untuk melakukan sertifikasi tanah dan inventarisasi dokumen kepemilikan.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang- undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. antara lain pekerjaan
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Ketentuan yang  diatur dalam  Sura Perjanjian Kontrak dan keientuan perundang-
undangan vang berfaka.
Berdasarkan  kelemahan-kelemahan  terschu.  BPK merckomendasikan  kepada

Bupati Sragen antara Lain:

4. Mcemermtahkan Kepala Dinas PU dan PPK agar lebih optimal dalam melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan surat perjanjian Kontrak -

b. Inspekir untuk memverifikasi prestasi peherjaan schenamya  sampai dengan
berakhimya kontrak Addendum ke 1V dengan memverifikasi pembayaran terakhir

© agar memperhitungkan potensi kelebiban pembayaran schesar Rpd44.57 juta:

¢ Kepala Dinas PU untuk menginstruksikan PPK Pembangunan Jembatan  Barong
Tahap 1l agar mempertanggunejawabkan kelebihan pembavaran sebesar Rpl130.36
juta:

d. Kepala Dinas PU untuk menginstruksikan PPK Pembangunan Jembatan Barong
'l"ahaplagarmgamknndmdakauiamhm:msdmkpﬂsjum:dan

¢.  Kepala Dinas PU untuk menginstruksikan PPK agar menctapkan status penvelesaian
pekerjaan yang melewati masa kontrak  Addendum ke 1V sesuai  ketentuan
perundang-undangan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemceriksaan dimaksud, vaitu Laporan
Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Nomor 39A/LHP/BPK/XVIILSMG0572017.
laporan Hasil Pemeriksaan Ams  Sistem Pengendalian Interm  Nomor
FRIHPBPAUXVHLSMGOS2017. dan Laporan Hasil Pemcriksaan Atas Kepatuhan
Tokady Posmwan Perundang-undangan  Nomor F9CLHPBPK/XVIILSMG052017
masing-masing tangeal 3 Mci 2017.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. vang menvatakan bahwa DPRD
menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK dengan meclakukan pembahasan sesuai dengan
kewenangannva.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan tcrima kasih.

I. Anggota V BPK:

2. Auditor Utama KN V BPK:

3. Inspektur Utama BPK:

4. Kepala Dirckiorat Utama Revbang BPK:
3. Inspekivr Kabupaten Sragen






